
WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

Mengingat : 1.
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TEICTA.ITG
PEIX)UAIT PEREilC.A.ICAAN PEMBAJTGUIYAIT DESA

DEITGAIT RAHTAT TT'HAN YAITG UAHA ES&

trTALIXOTA KOTAITIOBAGU,

: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 Tentang Desa dan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
Tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor ll4 Tahun 2Ol4
Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu
men1rusun Perencanaan Pembangunan Desa.

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan

c.

Pembangunan Desa secara terencana, bertahap
dan berkesinambungan, maka Pemerintah
Desa harus menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2O15-2O2O
yang merupakan penjabaran Visi, Misi,
Program Kepala Desa.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka
perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4287)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lembaran

2.

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2O07
Pembentukan Kota Kotamobagu di
Sulawesi Utara (kmbaran Negara
Indonesia Nomor 6 Tahun 2OOZ);

Tentang
Proyinsi

Republik

9A
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4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4
tentang Desa (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2241,
sebagaimana tclah diubah bebcrapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi
Perryelenggaraan Pemerintahan Daerah
(l,cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Nega,r a
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor
123, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6O Tahun 2O14 tentarrg Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
168, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagai mala telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2Of 5 {Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2Ol5 - 2Ol9;'
Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2O14 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia

EIl

,8.

9.
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TEUUTIJSKAIT:

Menetapkan: PERATIIRAII WALIKOTA TETTAIIG
PEREI|CAIfAAIT PETBA,TTGI'ITAIf DESA

Nomor 2094;
12. Peratuaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5

Tahun 2O14 tentang Rencana Pembangu.nan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2Ol3-2O18.

PEIX)UA.IT

a

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintatr Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Walikota dan Wakil

Walikota Kotamobagu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Wakil
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kota Kotamobagu.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota
kotamobagu.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusanpemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

4.

5.

6.
7.

8.

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh

penduduk desa yang bersangkutan.
1O. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotarrya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c.t



13.

14.

15.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kcgiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Ke{a Pemerintah Desa, sclanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang selunrh atau sebagia-n besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Dcsa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat
Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kota mobagu
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
prcrirnbangan yarrg diterima Kota Koianrrobagu dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu setelah dikurangi
Dana Aiokasi Khusus.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Aset Desa atialah barang rnilik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperolch atas beban APB Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.
Barang Milik Desa adaiah kekayaan milik Desa berupa barang
bergerak dan barang tidak bergerak.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat Musrenbang-desa adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan sccara partisipatif olch para pcmangku kcpenlingan dcsa
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak
yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati
rencana kegiatan di desa 6 (enarn) tahun dan 1 (satu) tahunan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2
(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa IRKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka wakru I (satu) tahun.

(2) Rencana Pemba:rgunan Jang!<a Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

g,t l
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Pasal 3
(1) Dalam rangka perencanaan pembangrrnan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurt.f a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

PET.IYI,JSUNAN RPJM DESA
Pasal 4

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaa n masyarakat f)esa.

\- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), antara lain:
a. penetapan dal penegasan batas Desa;
b. pendataan Desa;
c. penJrusunan tata ruang Desa;
d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
e. pengelolaan informasi Desa;
f. penyelenggaraanperencanaanDesa;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan

Desa;
h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
\- a. pembangrinan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur

dan lingkungan Desa antara lain:
l. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga rriikrohidro ;

5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1, taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini; 

qUr



3. bdai pelatihan/kegiatan bela-iar masyarakat;
4. pengembangan dan pernbinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Lainnya

sesuai kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
antara lain:
l. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
17. uld storage (gudang pendingin);

\- 12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauar;
2. pembuatart terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembcrsihan dacrah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan

- 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
\- ( ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan kerukunan umat beragama;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan lembaga adat;
6. pcmbinaan kcscnian dan sosial budaya masyarakat; dan
7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdavaan Masyarakat antara lain:
a- pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. petrdidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagt kepala Desa,

perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyaralat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelomPok tarri,

ch



5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasa] 5
(1) Kepala Desa menyelenggarakan pen5rusunan RPJM Desa dengan

mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakandengan mempertinrbangkan kondisi objektif Desa

dan prioritas Program dan kegiatan Pemerintah Kota Kotamobagu.
(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota

Kotamobagu;
\" c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

e. pen5 rsunan rancangzul RPJM Desa;
f. penyusunan reltcana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 6

(1) Kepala Desa membentuk tim penJrusun RPJM Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pembcrdayaan masyarakat dan atau dengan nema

sejenisnya selaku sekretaris; dan
b. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat
Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7

(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(a) Tim pcnyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan

perempuan.
(5) Tim pen1rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu.;

b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan ranc€rngan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
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(1)

(21

(3)

(4)

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Kotamobagu

Pasal 8

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a.
Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakrkan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan Kota Kctamobagu dengan pembangunan Desa.

Penyelaiasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan
informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu.
Inforrrrasi arah kebijakan per- bangunan Kota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-krrangnya nreliputi:
a. rencalla pembangunan jangka menengaLr daerah Kota Kotamobagu;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c. rencana umuln tata ruang wilayah Kota Kotamobagu;
d. rencana rinci tata ruang wilayah Kota Kotamobagu; dan
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 9
Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan
clerrgan cara mendata dan memilah rencana program dan
kegiatan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimarra dimaksud pada ayat
(1),dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada

(1), dituangkan dalam format data rencana program
kegiatan pcmbangunan yang akan masuk ke Desa'
Data rcnca-na program dan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada

i3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 1O

Tim pen5rusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan
Desa sebaga,imana dimaksud dalarn Pasal t huruf b.
Pengkqjian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Dcsa sebagaimaira dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a. penye larasa-n data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penJ rsunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa-

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagairrrana dimaksud pada

ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa

dalam rangka pen5rusunan perencanaan pembangunan Desa'

ayat
dan

(l)

(2t

(3)

(+, ayat

(1)

(21

(3)

(4)
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(1)

12)

(3)

(4)

(5)

(l)

(2)

(3)

Pasal 1l
Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat
(3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen daLa Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan
sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
Hasii penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format data Desa.
Format data Desa sebagaimaaa dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi bahan masukan dalarn musyawarah Desa dalam
rangka pen5rusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

Penggalian gagasan masyarakat- sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan
peluang pendayagurraan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi
Desa.
Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), menjadi
dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masy'arakat Desa.

Pasal 13
(1) Penggalian gagasan sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 12,

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskin;dan

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
Ev,



(r)

(2)

(s)

(4)

(1)

(2t

(3)

budaya masyarakat Desa.

(a) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Penggalial gagasan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13,

dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
Diskusi kelompok sebagairnana dimaksud pada ayat (1),

menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan
Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyaralat.
Tim penyusun RPJM Desa dapat merrarrrbahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat {21, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
perrggalian gagasan.
Dalam hal tcrjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat ke{a
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunalan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi
dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatanpembangunan Desa berdasarkan usulan rencana
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatal.
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimalsud pada
ayat {21, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 16
(l) Tim penyusun RPJM Desa menJrusun laporan hasil pengkajian

keadaan Desa.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan Kota Kotamobagu yang akan masuk

ke Desa;

c. data rencana prograrn pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/ atau kelompok masyara-kat.

Pasal 17

Tim pen5rusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa
hasil pengkajian keadaan Desa.
Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana

(1)

(2)
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dimaksud pada avat (l) dalam rangka pen5rusunan rencana
pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
Pasal 18

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

{2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 19
(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membahas

dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari

visi dan misi kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan lremberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan scbagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan bidang penyelentrggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

membahas sglqgai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka walrhr 6 (enam)

iahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

I d. rencana pelaksana kcgiatan Dcsa vang akan dilaksanakan olch
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar
Desa, dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 2O
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 21

(1) Tim penJrusun RPJM Desa menlrusun rancangan RPJM Desa

berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
(3) Tim perryusun RPJM Desa membuat bcrita acara tentang hasil

penJrusunan rErncangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen r€rncangan
6r



RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(a) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
pen5rusun RPJM Dcsa kepada kepala Desa.

PasaJ22

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 1.

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan
arahan kepala Desa dalam ha1 kepala Desa belum menyetujui
rancEmgan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal raacangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pernbangunan Desa

Pasal 23
Kepala Desa menyelenggar akan musyawarah perencanaan
pembangu.nan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangan RPJM Desa.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Pennusyawaratnn Desa, dan unsur rnasyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agarna;
c. tokoh masyarakat;
d. iokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. 1:erwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 24

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati rancangan
RPJM Desa.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bcrita
ecata. 

q
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Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Pasal 25

(l) Kepala Desa mengarahkan Tim pen5rusun RPJM Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan
hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi lampiran r€rncangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
(3) Kepala Desa menyusun ranc€rngan peraturan Desa tentang RPJM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan
Badan Permusyauraratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 26
(l) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. teg'adi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
\- krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kota
Kotamobagu.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
dandisepakatidalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

PEI.IYTJSUNAN RKP DESA
Pasal 27

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (21 RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari

\- pemerintah daerah Kota Kotamobagu berkaitan dengan pagu indikatif
Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
be{atan.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir
bulan September tahun be4'alan.

(5) RKP Dcsa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 28
(1) Kepala Desa men5rusun RKP Desa dengan mengikutsertakan

masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan kegiatan yang meliputi:
a. pen1rusunan perenczrnaan pembangunan Desa melalui

musyawarah Desa;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan



program/kegiatan masuk ke Desa;
d. penccrmatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan ranc€rngnn RKP Desa;
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Desa;
g. penetapan RKP Desa;
h. perubahan RKP Desa; dan
i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Penyusunal Perencanaan Pembangunan Desa
melalui Musyawalah Desa

Pasal 29
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah

Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pcdoman bagi pemerintah Desa men5rusun rancangan RKP Desa
dan daftar usulan RKP Dcsa.

\- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun
berjalan.

Pasal 3O

(1) Musyawarah Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencefinati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan

keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat

berasal dari warga mas_varakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat
daerah Kota Kotamobagu.

\-' (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat \21, menjadi

pedoman kepala Desa dalam men5rusun RKP Desa.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 31

(1) Kepala Desa membentuk tim pen5rusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pernberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga

pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat
desa, dan unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7
(tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim pen5rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
qA



perempuan.
(5) Pembentukan tim pen5rusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat

bulan Juni tahun berjalan.
(6) Tim penJrusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 32
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Frogrami Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 33
(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kota

Kotamobagu tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/ kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang masuk ke
Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
kepala Desa dari Kota Kotamobagu paling lambat bulan Juli setiap
tahun berjalan.

Pasal 34
(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang meliputi:
a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana A lokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari

dana perimbangan yang diterima Kota Kotamobagu;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi

daerah Kota Kolamobagu; dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggarzrn pendapatan dan

belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah
Kota Kotamobagu.

(2) Tim pen5rusull RKP Desa melakukan penyelarasan
rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencElna kerja pemerintah Kota Kotamobagu;
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah

provirrsi dan pernerintah daerah Kota Kotatobagrr;
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan

rakyat daerah Kota Kotamobagu.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke

dalam format pagu indikatif Desa.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke

dalam fiormat kcgiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

&1



dan ayat (4), tim penJrusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 35
Walikota menerbitkan surat pernberitahuan kepada kepala Desa dalam
hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
pemerintah Desa dalam p€rcepatan pelaksanaan
percncarlaan pernbangunan sebagai darnpak ke'terlambatan
pcnyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 untuk memastikan APB Desa diteta.pkan pada 31

Desember tahun be{alan.

Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 36

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimama tercarriurrr tialam dokumerr RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP

Desa.

Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 37

Pen5rusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

, pemerintah daerah Kota Kotamobagu;
\- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilalrukan oleh DPRD Kota Kotamobagu;

f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g. hasil kesepakatan kedasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan kerjasarna Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 38

Tim pen5rusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
Pelaksala kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangrrya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
(2), mengikutsertakan perempuan.

(1)

(2t

(1)

{2)

ayat
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Pasal 39
(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola

oleh Desa;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola

melalui ke{a sama antar--l)esa dan pihak ketiga;
d. rencana prograrn, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kota Kotamobagu; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat
Desa dal/ atau unsur masyalakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan terraga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastmktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga rnasyarakat Desa,
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang
membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga
pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam for-mat ranc€rngan RKP Desa.

Pasal 4O
(1) Rancangan RKP Desa seLragaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilampiri

rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Bia-va sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk kedasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (f), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 41
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan

kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan
perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintatr daerah Kota KotarnoLragu.

(2) Tim pen1rusun RKP Desa men1rusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan ss$agaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulaur RKP Dcsa seiragairrrana dinuksuci pada ayat
(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP
Desa.

Pasal 42
(1) Tim pen3rusun RKP Desa mernbuat berita acara tentang hasil

penyusunan rancang€rn RKP Desa yang dilampiri dokumen r€rncang€rn
RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimalsud pada a},at (1), disampaikan oleh tim
qrl



(1)

(2t

(3)

pen5rusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 43
Kepala Desa memeriksa dokumen ranc.rngan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
Kepala Desa mengarahkan tim pen5rusun RKP
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
dimaksud pada ayat ( 1).

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 44

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati
rancangarl RKP Desa.
Musyawarah perenc€rna€rn pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimalsud pada ayat (21 terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwalilan kelonipok rrelayal;
g. perwakilan kelompok perqiin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. peru,akilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

musyawarah perencErnaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 45
(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyaralatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program darr kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa:
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,

dan/atau pemerintah daerale Kota Kotamobagu.
Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

@r

Desa untuk
sebagaimana
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Desa yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal
yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

h. peningkataa kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuharr masyarakat Desa; darr

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.

Pasal 46
(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dituangkan dalam berita
acara.

(21 Kepala Desa mengarahkan Tim penlnrsun RPJM Desa

melakukan perbaikan dokumen rEmcangan RKP Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

(4) Kepala Desa menyusun ranc€rng€ur peraturan Desa tentang RPJM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana
diinaksud pada ayat (a) dibahas dan disepakati bei'sama oleh kepala
I)esa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi
peraturan Desa tentang RKP Desa.

Perubahan RKP Desa
Pasal 47

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,

krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
atau

b. tcrdapat perubahal mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah Kota
Kotamobagu.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala
Desa rnelaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kotamobagu yang

mempunyai kewenangal terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang

terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. men5rusun r€urcangan kegiaLan yang disertai rencana kegiatan dan

cat



(3)

RAB;dan
d. menyusun rancmgan RKP Desa perubahan.
Dalam hal teq'adi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan

nrendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b'
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas

kebijakan Pernerintah, perrerintah daerah provinsi, dan/ atau
pemerintah daerah Kota Kotamobagu;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang

terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah
daerah Kota Kotanrrobagr.r;

c. menJrusun ranc€rngan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 48
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyrpakatan perubahan RKP Desa'

(2) Penyelenggaraan musyawarah percncanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), disesuaikan dengan
terjadinya peristiwa khusus dan/ atau terjadinya perubahal mendasar.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan
Desa tentang RKP Desa perubahan.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai

dasar dalam penyusunarl perubahan APB Desa.

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 49

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada
Walikota melalui camat.
Penyampaian daltar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
Daftar usulan RKP f)esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan Kota Kotamobagu.
Walikota menginformasikal kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daJtar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh
pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggar€rn
berikutnya.
Informasi ss$agaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah
desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
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PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 50
(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa

yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ atau unsur masyaralat
Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) meliputi:
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa'

(3) Pelaksanaan pembangr.rnan Desa yang berskala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui
swakelola Desa, kerjas arna ar,tar Desa dan/atau kerjasama Desa

dengan pihak ketiga.
(4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak

diteLapkan APB Desa.

Pasal 51

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral
dan/ atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota
Kotamobagu.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan

;rlaksariaan program sektor dal/atau prograrn daerah cliiniegrasikan ke

dalam pembangunan Desa, program sektor dan/ atau Prograin daerah di
Desa dicatat dalarn APB Desa.
Dalam hal ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan
kepada Desa, maka Desa rrrempunyai kewenangan iintuk merlgurus.
Pelaksanaan program sekLor dan/ atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (ai 'ridak menyepakati teknis pelaksanaarl prograrn
sektor dan/ atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan
keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
Kcpala Desa mcnyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kepada Walikota melalui camat.

Pasal 52
(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor

dan/ atau program daerah yang didelegasikan pelaksErnaannya kepada
Desa.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/ atau prograrn daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyaralat Desa sesuai dengan ketentuarr yang berlalu. 
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Tahapan PersiaPan
Pasal 53

Tahapan PersiaPan meliPuti :

a. penetaPan Pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasikegiatan;
d. pembekalan Pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/ material.

Penetapan Pelalcsana Kegiatan
Pasal 54

(l) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan

\- kepala Desa.
(3) Dalarn hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili

keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat
mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 55
\- Pelaksana kegiatan bertugas membarrtu kepala Desa dalam tahapan

persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja
Pasal 56

(1) Pelaksana kegiatan menJrusun rencarra kerja bersama kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), memuat antara
lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagairrana dimaksud pada ayat (1), dituangkart
dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala
Desa;

Sosialisasi Kegiatan
Pasal 57

(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa

dan rencana kerja kepada melalui sosialisasi kegiatan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara

lain melalui:
a. musyawarah pelalsanaan kegiatan desa; 
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(3)

(4)

b. musyawarah dusun;
c. musyawarah kelornpok;
d. sistem informasi Desa berbasis website;
e. papan informasi desa; dan
f. media lain sesuai kondisi Desa.

Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 58

(l) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
Desa.
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah
Kota Kotamobagu melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pelalsanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan dengan pembimbirrgan teknis.
Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain meliputi:
a. kepala Desa;
b. perangkat Desa;
c. badan Perrnusyawaratan Desa;
d. pelaksana kegiatan;
e. panitia pengadaan barang dan jasa;
f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 59

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;
Lr. lxrryelenggaraan pemerintahan Desa; dan
c. pembangunan Desa.
Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan keuangan dan teknis pen5rusunan dokumen
pertanggungi awaban keuangan.
Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b, antara lain tcknis
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan
batas desa.
Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat grna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, rnekarrisnre pengadaarr barang dan jasa,
pen5rusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
informasi Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dalam
peraturan Walikota.
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Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 6O

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi
kegiatan.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala
Desa.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:
a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
b. dokumen APR Desa;
c. dokumen administrasi keuangan;
d. dokumentasi foto/gambar sebelum

dilakukan;
kegiatan pembangunan

e. daftar masyarakat penerima manfaat;
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan

pekerjaan;
g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga

masyarakat kepada Desa atas iahan/ tanah yang rnenjadi aset Desa

sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
h. penyiapan dokunren jual-beti antara warga masyarakat dengan

Desa atas lahan/ tanah yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanamarr yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;

j. penyrapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan
plibadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa;dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan
lingkungan.

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan / Material
Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdarva alam yalg ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 62
Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada
di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal keda; dan
e. pembayaran upah dan/ atau honor.
Besaran upah dan/ atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/ atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
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Pasal 63
(1) Pelaksana kegiatan mendayaguna-kan sumberdaya alam yang ada di

Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material / bahan yang diperlukan;
b. penentuan material / bahan yang disediakan dari Desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material / bahan.

(2) Besaran harga material/ bahan sebagairrrana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 64
(l) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong

royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,

sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendaLaan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
yang berbcntuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga keq'a sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sekurang-kurangnya sesuai
dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan
dalam APB Desa.

Pasal 65
(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong

royong masyarakat sebagairngla dimaksud dalam Pasal 64, sekurang-
kurangnya mengadministrasikan dokumen:

! a. pernyataan pcmbcrian hibah dari warga masyarakat Desa
dan/ atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/ tanah yang
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangr.rnan Desa dan
diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/ atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan

\- Desa.
(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), huruf a

dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 66
(l) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa.

merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah,
bangunan pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dila-kukan dengan cara:
a. peralihan hak kcpemilikan atas lahan/tanah mela.lui jual beli; dan

Or
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(4)

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak
rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui APB Desa.
Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 67
Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya
dan gotong royong masyarakat sebagaimana melalui mekanisme
pembangunan Desa secara swakelola.
Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan
pengadaan barang dan/ atau jasa.
Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 68

a. Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
sekurang- kurangnya meliputi:

b. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
c. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
d. perubahan pelaksanaan kegiatan;
e. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
g. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka

pertanggungiawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
h. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Rapat Ke{a Pelaksana Kegiatan
Pasal 69

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan
dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan
kegiatan.
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana
Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 7O
(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, membahas

antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
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c. masalah, kendala dan hambatan;
d. targeL kegiatan pada Lahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sesuai

dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di
Desa.

Pemeriksaan Kegiatan I nfrastruktur Desa
Pasal 71

(1) Kepala Desa mengcordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan

dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh

tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan

dokumen RKP Desa.
(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang

berasal dari masyarakat Desa.
(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(3i, kepala Desa rr-rentiitta bantuan kepada Walikota rnelalui camat
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah Kota
Kotamobagu yang membidangi pekerjaan umum dan/ atau tenaga
pendamping profesional.

Pasal72
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan

cara memeriksa dan menilai sebagian dan /atau seluruh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktr:r Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam
3 (tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 4oolo (empat

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 807o (delapan

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 1OO% (seratus

per seratusi dari keseluruhan target kegiatan.
(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Dcsa perihal hasil pemeriksaan

pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasii pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 73

(1) Pemerintah daerah Kota. Kotamobagu menetapkan peraturart
tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal
terjadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; danl atau q



c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran,
banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagpimals dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
peraturan Walikota.

Pasal74
(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan

kegiatan pembangunan di desa s6la gaimana dimaksud dalam Pasal 72.
(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan oilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB

Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau bantuan keuangan dari

pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kota
\- Kotamobagu.

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetafkan dalam APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan

kegiatan disetujui oleh kepa-la Desa.
(3) Kepala Desa mcnghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam

hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75
(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati

perubahan pelalsanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

^ dituangkan dalam berita acara.

1.- (3) Berita acara sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dilampiri perubahan
gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya datam hal terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur
Desa.

(a) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat {21, menjadi dasar bagi
kepala Desa menetapkan pembahan pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
\, (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 76

(f) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sekurang-
kurangrya meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan

Cr



d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Desa

perkembangan penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyara}at Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan
pengarLrsutamaan perdarnaian melalui musyawarah desa.

(5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimalsud pada ayat
(4)menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan
dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 77

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

(3) f"aporan kegia'tan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
disusun berdasarkan pertanggungiawaban terhadap
penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan
pelaksanaan kegiataa.

Pasal 78
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dituangkan dalam

format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

\- dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
yang sekurang-lmrangnya meliputi:
a. realisasi biaya beserLa larnpirarr but<ti-bukti pembayaran;
b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi Oo/o, 4Oo/o, 8Oo/o dan lOOo/o

yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau

melakukan kegiatan secara beramai- ramai;
\- d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam

kegiatan pembangunan Desa;
e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung

kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

(3) Kepala desa menyusun laponan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ).

Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa
Pasal 79

(1)Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
(rl



Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan
Desember tahun anggaran berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada

kepalaDesa; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala

Desa dengan disaksikan oleh Badan Permrrsyawaratan Desa

dan unsur masyarakat Desa.
(4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan

Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan
laporan akhir pelaksana kegiatan sebagainiana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80
(1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan

\- pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

79 ayat(41.
Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan
dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan
masukan masyarakat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinrangkan
dalam berita acara.
Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk
melakukan perbaikan hasit kegiatan berdasarkan berita acara hasil
kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pelestarian dan Pemanfaatan
Hasil KegiaLan Pembangunan Desa

Pasal 81
Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan
Desa.
Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pcndataan hasil kcgiatan pembangunan yang

periu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian

dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil

pelaksanaan kegiatan pernbangunan Desa.
Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan
hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (21.

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. hr
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BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 82
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah Kota Kotamobagu, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyaralat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
pelaksanaan Pembangunan Desa.

terhadap

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunal Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan
musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 83
(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada

tahapan perencanaan pembangunan Desa
pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahaparr perencanaan sebagaimana
(1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan
Desa.
Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang
dan/ atau jasa, pengadaan bahan / material, pengadaan tenaga ke{a,
pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan / material,
pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan
Desa.

Pasal 84
Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
a. rnemantau dan mengawasi jadwal perencanzran dan

pelaksanaan pembangunan Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap

laporal realisasi pelaksanaan APB Desa;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan

pembangunan Desa; dan
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

(2) Dalam hal te{adi keterlambatan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelaiaian pemerintah
Desa, Walikota melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal

mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk
memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan;
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dimaksud pada ayat
RPJM Desa dan RKP
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dan
c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal

mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85
Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran
sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB TV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86
(1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada

dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir
masa berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, RPJM Desa yang sudah
ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun
2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota
Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal X$ Mai 2Ol5
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